
BI'PATI PIIRWORE'O
PROVNTSI JAWATEilGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR 1'IAHUN X21

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG.SI

spdXirrIq-ri:iueg-ADANpBNANoout-ANcelBENcANADAERAH
KABUPATEN PURWORF^IO

DENGAN RAHMAT TUT{AN YANG MA}IA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbans : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10

Peraturan Daeraii Kabupaten h'rrworejo Nomor 4
iahun 2O21 tenhng Pembentukan dan. iiusunan
Peratrskat oaerafr "XaUupaten Purworejo' . perlu
;;;"Epfu -P;turan Bupati tentang 

. 
Kedu-dukan '

SGr-.t oreaniJsi, r'ugqi dan Fungsi' serta Tata

[".]^ 
--g"a; - 

F""rit'ggtit"rtg"" Bentana Daerah

Ka6uPaten Purworejo'

Mengingat 1. Pasal l8 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Pemrtrlik Indonesia Tahun 1945;

z. tin?are-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang- P.;G;t"i; "Daerah-Daerah Kabupate n -DalamLi""t -""t Propinsi Jawa Tengsh (Berita Negara
n."iu[iil"aon.iia Tahun l95o Nomor 42);

s. Un'dare-Undsrg Nomor 23 Tahun 2014 tentang- P;;;;t"h; Saerah (tembaran Negara Republik
i;a;;;"i" Tahun 2014 Nomor 244, r*!q!91
;;b"; ReDublik Indonesia Nomor 5587)'

".s"""i-.rr" 6hh diubah beberapa kali terakhir
a"nf"t u"a"t e-UndanS Nomor 11 Tahun 2020
t t tillo Cipt -feria {Gmbaran Negara Republik
ina"""-sia ^Tahun -zo2O Nomor 245, Tambahan
Gmbaran Negara Republik tndonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pe-merintah Nomor 18 Tahun 2O16
tentsrg Perangkat Daerah (L€mbaran Negar-a

Republik lndoiesia Tahun 2o16 Nomor 114,
tainUarran l,embarar Negara Republik lndonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah delgan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintalt
NomoalS Tehun 2O16 tentang Perangkat Daerah
Itrmba-rar Necara Republik Indonesia Tahun 2019
irlomor 187, T;nbahan L€mbarar Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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Menetapkan

5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 46 Tahun
2OO8 tentang Pedomal Organisasi dan Tata Keda
Badar Penanggula::gan Bencana Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2Ol9 tentarg Klasifrkasi, Kodefftasi dal
Nomenklatur Perencanaa-n Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturar Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
"lah]'ll] 2O2l tentang Pembentukan dan Susunan
Perargkat Daerah Kabupaten Purworejo (I,€mbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor
4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PURWORqIO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adatah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Diwan perwakilan
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
denga-n _prinsip otonomi seluas luasnya dalam sislem-dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3. Pemerintah Daerah adala_h Bupati dan perangkat Daerah sebagai
r.msur penyelenggara Pemerintahan Daera_h.

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten purworejo.
6 B.llq PglelCCulanaan Bencana Daerah yang selanjutirya

qlsingkat BPBD, adalah Badan penanggulangan B&rcana Daerah
I(abupaten Purworejo.

7. Kepa]a. Badan. Penanggulangan Bencana Daerah yarg selanjutnyadisebut Kepala BPBD, ada.lai Kepala Badan 
- 
e.n-angguiangin

Bencara Daerai Kabupaten purworejb.
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8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangal Bencana Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala
Pelaksana Badar Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Puiworejo.

9. Sekretariat adalah Sekretariat pada BPBD.
10. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang

selanjutnya disebut Kepala Sekretariat, adalah Kepala Sekretariat
Badal Penanggulangan Bencara Daerah Kabupaten Purworejo.

1 1. Kepala Bidang adalah Kepa.la Bidang pada BPBD.
12. Kepala Subbagiar adalah Kepala Subbagian pada BPBD
13. Subkoordinator adala-h pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur
dalam peraturar perundang-undangan tentang orgalisasi dan tata
keda instansi..

14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengal perjanjiar keda yarg bekerja pada
instansi pemerintah.

15. Jabatan Fungsional ada-lah sekelompok jabatan yang berisi fungsidan tugas berkaitan denga-n pel,ayanan fi:ngsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilal tertentu.

16. Pejabat Fungsiona.l adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) BPBD berkedudukan
Bupati.

di bawah dan bertanggungiawab kepada

(2) BPBD dipimpin Kepala
Sekretaris Daerah.

BPBD secara ex-oficio dijabat ole}r

Bagian kedua
Tugas

Pasal 3

(1) BPBD mempuayai tugas membantu Bupati melaksa.nakan Un-rsan
Pemerintahar Daerah di Bidarg penanggulangan Bencana yang
meliputi;
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulargan bencana yqlg mencakup pencegahan' beucana,
penanganan darurat, rehabilitasi serta ri:lionstrriksi secara adii
daII setara;
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b.menetapkar standarisasi serta kebutuhan penyelengaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

c. men] rsun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana;

d. menyr-rsun dan menetapkan prosedur tetap penErnganal bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
f. melaporkal penyelenggaraan penarggulangar bencara kepada

Bupati setiap bulal sekali dalam kondisi normal, dan sewaktu-
waktu saat dibutuhkan apabila dalam kondisi darurat bencana;

g. mengendalikal pengumpulan dan penyaluran uang dan baralg
dalam rangka penanggulangan bencana;

h. mempertangungjawabkan penggunaar angga-ran yang diterima
dari Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah, Anggararr
Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber
pembiayaal lain yang sah; dan

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ,

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penarggulangan bencana sebagaimana dima_ksud pada ayat (1)
huruf a sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan
Nasional Pena:rggulangan Bencana.

Dalam melaksanakar tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
BPBD menyelenggaraka-n fungsi:
a. perumusan dar penetapan kebijakan penalggulalgan bencala dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif
dan efisien; dan

b. pengoordinasian pelaksanaarr kegiatan penarggulangan bencana
secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Bagiar Ketiga
Fungsi

Pasal 4

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(l) Susunan Orga-nisasi BPBD terdiri atas :
a. Kepala BPBD;
b. Unsur Pengara.h; dan
c. Unsur Pelaksana
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(2) Bagan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagial Kedua
Kepala BPBD

Pasal 6

(1) Kepala BPBD, membawahkan
a. Unsur Pengarah; dan
b. Unsur Pelalsana.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasa.l 7

(1) Unsur Pengarah Eempunyai tugas memberikan masukan dan
saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangal bencana.

(2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memimpin
pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dan Pasal 4.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimara dimaksud pada ayat (1),
Unsur Pengarah menyelenggarakal fungsi:
a. penrmusan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan

penanggulangan bencana daerah;
b.pemaltaua.rr penyelenggaraan penanggulangan bencana

daerah;dan
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencaaa

daerah.

(3) Unsur Pengara.L terdiri dari:
a. Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD; dan
b. Anggota.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (l) humf b, terdiri dari:
a. pejabat Pemerintah Daerah yalg terkait; dan
b. tenaga profesional/ ahli.

(5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul a, berasal dari satuan kerja perangkat daerah yang terkail
dengan penanggulangar bencana.

(6) Ienaql profesional/ ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf-b, berasal dari pakar, profesional, dan tokoh 'masyarakat di
Daerah.
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(7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berjumlah 9
(Sembilan) orang, yang terdiri dari :

a. 5 (Lima) orang pejabat Pemerintah Daerah sebagatnana
dimaksud pada ayat (4) huruf a; darr

b. 4 (Empat) orang tenaga profesiond/ ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b.

(8) Keanggotaan, mekanisme pemilihar anggota dal hal lain yang
berkaitan dengan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat
Unsur Pelaksana

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungiawab
kepada Kepala BPBD

(2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana BPBD yang
membartu Kepala BPBD dalam penyelenggaraar tugas dan fungsi
unsur pelalsala BPBD sehari-hari.

Pasal I
Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada pasal (5) huruf c
mempunyai tugas melaksanakan penanggulangal bencana secara
terin tegrasi meliputi :

a. Prabencana;
b. Saat tanggap darurat; dan
c. Pasca bencana.

Pasal 10

Unsur p€laksana BPBD menyelenggarakan fungsi
a. Pengoordinasian;
b. Pengkomandoan; dan
c. Pelaftsana.

Pasal 11

FUngsi .Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal l0 huruf a
merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD, dilaksanal<an
melalui koordinasi dengan satuan ketja peratgkat l,ainnya di Daerah,
instansi vertikal -yang ada di daerah, iembaga-usaha dan/atau pihak
lain yang diperlukan pada ta_hap pra bencana darl pasca bencana.
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Pasal 12

Fungsi komado sebagaimana dima.ksud pada pasal 10 huruf b
merupakal fungsi komando unsur pelaksana BPBD dila_ksaralar
melalui p€ngerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari
satuan perangkat daerah Lainnya, instansi vertikal yarrg ada di daerah
serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka f,enanganan darurat
bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 10 hur-uf c
merupakan fungsi pelalsala unsur pelaksana BPBD dilaksarral<an
secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya
di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan
kebijakal penyelenggaraan penartggulangan bencara dan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pasal 14

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) huruf c
terdiri atas:
a. Kepala Pelaksana BPBD;
b. Sekretariat Unsur Pelalsara;
c. Bidalg Penyelamatan dan Eva-kuasi;
d. Bidarg Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
e. Bidang Informasi dan Sistem Dasa! Kebencalaan; dan
f. Jabatan Fungsional

Paragraf Kedua
Kepala Pelaksa.na BPBD

Pasal 15

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas memimpin pelaksarraan
tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal
9 dan pasal 10 s€rta membantu Kepala Badal dalam memirnpin
pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam past 3
dan Pasal 4,

Paragraf Ketiga
Sekretariat Unsur Pelal<sala

Pasal 16

(1) Sekretariat Unsur Pelaksa..na berkedudukan di baws_h dan
bertanggung jawab kepada Kepala pelaksana BPBD.

(2) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
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Sekretariat mempunyai tugas melaksaral<arr koordinasi da.lam
4gnyrapkan perumusan kebtakan teknis darl menyelenggarakar tugas
bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit
organisasi di lingkungan BPBD.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Sekretariat Unsur PeLaksana menyelenggarakal fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusaa kebljal<an teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayaran dan pengendalian

administrasi perencanaan ;
d. pengoordinasial penyelenggaraan pelayanar dan pengendalian

administrasi keuangan;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dal pengendalian

administrasi umum dan kepegawaian; dan
f, peLalsanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasa.l 19

Pasal 17

(1) Susunan Orgalisasi Sekretariat sebagaimana dimal<sud dalam
Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
a. Subbagian Keuargan;
b. Subbagian Umrlm dan Kepegawaian; dan
c. Jabatan Fungsional.

(2) Subbagiar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan
huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawa_h dan
bertqnggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
merupakan Pejabat Funsional yang bertugas melaksanakar
koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan perencanaan, melalui
peqetqpal sebagai Subkoordinator Perencanaan yang
berkedudukan di ba*,ah da-n bertanggung jawab kepada Sekretiris.

(4) Subkoordinator Perencanaan sebagaimala dimaksud dalarn ayat (3)
dijabat oleh ,. Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-

ahli muda atau pelaksa-na senior yang ditunjuk dengan
diberikal tu€as tarnbahan mengoordinasikan petatsanaan tu-gas

^dan- 
pengelolaan kegiatar sesuai dengarr tugas sebagai

Subkoordinator.

Pasal 2O

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakulen penyiapan bahalp€rumusan dan pelaksanaal kebijakan teknis, - peiayanan dal
pengenda.lian administrasi di bida-ne keuansar. vane mdtio,iti,a. menyelengga:'akur administrasi keuangin; d-an "
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b. melalsanakan tugas kedinasqn lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas jabatarnya.

Pasal 21

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapal baharr perurnusan dan pelaksanaal kebijakal teknis,
pelayanan darl pengendalian administrasi di bidang umum dan
kepegawaian, yang metiputi :

a menyelenggaral<al administrasi barang milik daerah;
b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa penunjang urusan;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyelenggalakan administrasi kepegawaian;dan
g. melaksarakar tugas kedinasan lain yarrg diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal22

Subkoordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijal<art teknis, pelayanal dan
pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

a. menyelenggarakan perencaDaan, pengalggaran dan evaluasi kineda;
b. menyusun pe{anjian kineda;dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikal oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf Keempat
Bidang Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 23

(1) Bidang Penyelamatan dan Evakuasi berkedudukan di bawah dan
bertarggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

(2) Bidang Penyelamatal dan Evakuasi dipimpin oteh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bida-ng Penyelamata-n dan Evakuasi sebagaimana dimaksud pada pasal
23 ayat (1) mempunyai tu,gas menyiapkan bahan penmusan- kebij-akan
teknis, melaksanakan koordinasi, membina dal mengendilikan
pelalsanaan tugas bidang penyelamatan dalr evakuasi benc-ana, serta
logistik.

pasal 25

Dalam melak_sanakan _tugas sebagaimana dimaksud dalarn pasal 24,
Bidarg penyelamatan dar evakuasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penxnusan kebijakal taknis, koordinasi, -pembinaal,

pel+sa4+an, dan pengendalial di bidang penyeiarnatan da:i
evakuasi benca::a;
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b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas bidang logistik; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Pelaksana BPBD scsuai dengan tugas dan fi.mgsi.

Pasd 26

(1) Susunan Organisasi Bidang Penyelamatan dart Evakuasi,
sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabata-n Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (t), dalam
melaksaaakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang PenyeLamatan dan Evakuasi bencana melalui
penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan bertsrggung jawab kepada Kepala Bidang
Penyelamatan dan Evakuasi.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Penyelamatan dan Evakuasi Bencana; dan
b. Subkoordinator togistik.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
Pejabat F\rngsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengal diberikarr tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dar pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Subkoordinator Penyelarnatan dan Evakuasi Bencana mempunyai
tugas menyiapkar bahan perurnusan dan melaksanakan keb[jakan
teknis serta melakukan pembinaan bidang penyelamatan dan evakuasi,
yang meliputi:
a. melakukan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana,

meliputi :

1. melaksaral€n respon cepat kejadian lua.r- biasa penyalit/wabah
zoonosis prioritas;

2. melaksanakn respon cepat darurat bencana Kabupaten;
3. meLaksanakan pencarial, F,ertolongan dal evakuasi korban

bencala kabupaten;
4. melaksanalcan aktjvasi sistem komaldo penanganan darurat

bencana; dan
5. melaksalakan respon cepat bencana non alarn epidemi/wabah

penyakit.
b. mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikarr oleh KepalaBidang Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan tugasjabatalnya.

Pasal,27
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Pasal 28

Subkoordinator Irgistik mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan melalsanakan kebijakan teknis serta melakukan
pembinaan bidang logistik, yang meliputi:
a. melakukan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencala

berupa rnenyediakal logistik penyelamatan dal evakuasi korbal
bencana kabupaten; dan

b. melal(sana}an tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Penyelamatan dafl Evakuasi sesuai dengal tugas
jabatannya.

Paragraf Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Pasal 29

(1) Bidang pelayanal pencegahan dart kesiapsiagaan bencana
berkedudukan di bawah dar bertanggung jawab kepada Kepala
Pelal(sara BPBD,

(2) Bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dipimpin
oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Bidang pelayanan pencegalan dan kesiapsiagaan bencala
sebagaimarra dimaksud pada pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusar kebtakan teknis, melakanakan
koordinasi, membina darr mengendalikan pelaksanaar tugas bidang
pencegahan dan kesiapsia gaan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30,
Bidalg Pencegahan dan Kesiapsi"gaan menyelenggarakan fungsi:
a, penyiapan perumusan kebljakan teknis, koordinasi, pembinaan,

pelaksanaal, dal pengendalian di bidang pencegahaa;
b. penyiapan pemmusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaa-n,

pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesiapsiagaan; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikarr oleh Kepala

Petaksana BPBD sesuai dengar tugas darl fungsi.

pasal 32

(1) Susunan Organisasi Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan
sebagaimana dimal<sud dalam pasal 14 ayat (1) hurufd, teidiri atas
Jabatan Fungsional.
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(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dafam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, melalui penetapan
sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Pencegahan; darl
b. Subkoordinator Kesiapsiagaar.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimalsud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahti muda
atau pelaksana senior yarg ditunjuk dengalr diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan peLaksanaal tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 33

Subkoordinator Pencegalral mempunyai tugas menyiapkan ba-har
penrmusan dan melaksanal<an kebrjakan teknis se rta melakukan
pembinaan bidang pencegahal, yajlg meliputi:
a. melakukan pelayalan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

bencara, me liputi :

1. menlrusun rencana penanggulangan bencana daerah;
2. melakukan pelatihan pencegahan daJr mitigasi bencana daerah;
3. melakukan pengelolaan risiko bencala daerah;
4. melalukan penguatan kapasitas kawasan untuk pencega_han

dan kesiapsiagaan;
5. menyelenggaralcan penanganan pascab€ncana daerah;
6. men5rusun rencana kontijensi;
7, men]rusun rencana penanggulangan kedaruratan bencala; dal

b. melaksalakal tugas kedinasal lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai tugas jabatannya.

Pasa.l 34

Subkoordinator Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan melaksanakan kebijakal teknis serta melakukan
pembinaan bidang kesiapsiagaan, yarrg meliputi:
a. melakukan pelayanan pencegahan dan kesiapsiag^arr terhadap

bencana, meliputi :

1. melakukan pengendalian operasi dan penyediaan sa-ra.Ira
prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana daerah;

2, menyediakan peralataan perlindungan dal kesiapsiagaan
terhadap bencana;

3. melakuka.n pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
bencaaa daerah;dan

4. me nyelenggaral<an gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.
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b. melaksanakan tugas kedinasal lain yang diberikan oleh Kepala
Bidarg Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai tugas jabatarnya.

PaJagral Keenam
Bidang Informasi darr Sistem Dasar Kebencanaar

Pasel 35

(1) Bidarg Informasi dal Sistem Dasar Kebencaraan berkedudukal di
bawah dan bertalggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

(2) Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan dipimpin oleh
Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis, melaksanakaa koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidang informasi rawan bencana
dar penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Bidang informasi dal sistem dasar kebencanaan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,

pelaksanaa:r, dan pengendalial di bidang informasi rawan bencana;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan,

pelaksanaan, dal pengendalian di bidang penataan sistem dasar
penanggulangal bencana; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Pelaksana BPBD sesuai dengal tugas dan fungsi.

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Bidang Informasi dan Sistem Dasar
Kebenca-naan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf e, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (t), dalam
melaksanakar tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaaa
kegiatan Bidalg informasi dan sistem dasar kebencanaan, melalui
penetapar sebagai Subkoordinator sesuai dengal ruang lingkup
tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang lnformasi
dan Sistem Dasar Kebencanaal.
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(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Informasi Rawal Bencana; dan
b. Subkoordinator Penata.an Sistem Dasar

Bencana.
Penanggularrgan

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelal<sana senior yarrg ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelotaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

Subkoordinator lnformasi Rawan Bencana mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melal<sanakan kebijakan teknis
serta meLakukar pembinaan bidang lnformasi Rawan Bencana, yang
meliputi:
a. melakukan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten,

meliputi:
1. men]rusun kajian risiko bencana daerah; darl
2. melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

rawal bencana daerah (perjenis bencana); dan
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Informasi dan Sistem Dasar. Kebencaraan sesuai tugas
jabatalnya.

Pasal 40

Subkoordinator Penataan Sistem Dasal Penanggulargar Bencana
mempunyai tugas menyiapkan bahal perumusan dan melalsanakan
kebljakan teknis serta melakukan pembinaar bidang Penataal Sistem
Dasar Penalggulangaa Bencana, yang meliputi:
a- melakukan penataan sistem dasa. penarggulangan trencana,

meliputi:
l. menyusun regulasi penanggrrargan bencara daerah;
2. melakukan penguata-n kelembagaan bencana daerah;
3. melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam

penanggu.tangan benca.na daerah;
4. melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi

kebencanaal;
5. melakukal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

penanggulangan bencana; dan
b. melal<sanakan tuqas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan sesuai tugas dan
fungsi

Bagian Ketujulr
Jabatan Fungsional

Pasal 4 t

.berkedudukan 
sebagai pelaksana teknis
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(2) Pejabat 
- Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

berkedudukan di bawah dar bertarggung jawab iecara tirg"r.g
kepada_Pej-abat ?impinan Tinggi praEma-, -pejabat Administratorlatau Pejabat Pen-gawas -yang. memiliki leterkaitan dengari
pe taksa-na an tugas Jabatan fungsional.

(S) l!9dr]duka1 Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan- dalam peta jabatan berdasarkan analisis iuga" d'anfungsi unit kerja, analisis jabatar, dan anatisis beba-i kerja
dilaksanakan sesuai ketentuar peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis danjenjang Jabatar Ftrngsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peratural lerundang_undaagan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Frrngsional sebagaimala dimalsud
pada ayat (l), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang_
undangan.

Pasal 42

Jabatan A[gsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan kitentuan peratuian
perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 43

Igpala PIBD_, Kepala Pelaksala BPBD, Kepala Sekretariat, Kepa.laBidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Jabatan iungsi6nat
da.tam melalsaral<an rugasnya berdasarkar peraturan peru daflg_
undangan dall kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

5:f33 B,I9q, [eq{a .eelar<_sa3.a BPBD, Kepala Sekretariat, Kepa]a
Y1,d-TC, Ijp,.t. Subbagian, Subkoordinator, dan Jabatan Fdngsi6naloarajn metan<sanalan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen
{anq. .melrputr. perencanaan, pengorganisasian, -pela}sanaan,

T?Lll1".E,_,_.]duasi dan pelaporan sesuai dengaa bidang tugaimasrng-maslng.

Pasal 44

Pasal 45

s:f^rj u,I^!?,,- [:!Sl .p"t.r.^"+f Bp.BD, Kepa]a sekretariat, Kepala
:]?-Tg, ":p3r" 

subbagian, Subkoordinator, dan Jabatar Fringsi6nal
:1-q" -"|+T{takan tugasnya me mpe rhatikan prinsip manijemen
Lllq. _ _T-"t 

p"t , perercanaan, pengorgaaisasi-an, ' pelaksanaan,
-:l,l:r_Tq, . evaluasr dart pelaporan sesuai dengan bidang tugaimasrng-mastng.
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Pasal 46

Da.lam melaksalakan tugas, Kepala BPBD, Kepala Pelaksaia BPBD,
Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator,
dan Jabatan Fungsional wajib menerapka:r prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horiZontal baik ke
dalam maupun antar satuan organisasi da.lam lingkup Pemerintah
Daerah serta instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 47

(1) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator bertaJrggung jawab
dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingal
serta petunjuk bagi peLal<sara.al tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dafl Jabatan
Fungsional wajib mengikuti dan mematutri petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikal laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit keia/satuar
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPBD, Kepala Pelaksala
BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, da:r
Subkoordinator dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan
sebagai bahal pen1nrsunan laporal lebih lanjut dan <iijadikan
bahajr untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Jenjang jabatar dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketenfuar peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Sgpala EfBD_, Kep4a Pelaksalq BPBD, Kepa.la Sekretariat, Kepala
Pidan-g, Ke-pala -Srrbbagian, Subl<oordinator, ilan Jabatan Fringsiirnal
diangkat dan diberhentikar oleh pejabat yang berwenang -sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) BPBD wajib men5msun kebutuhan lumlah dan ienis iabatan
Ap_aratur Sipil Negara berdasa.rkan analisis jabatan- dan iaalisis
beban kerja.
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(2) Penyrsunan kebutuhan jumlah dan jenis jabata-n Aparatur Sipil
Negara sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jargka waktu 5 (tima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai b€rlaku Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencala Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2021 Nomor 76 Seri D Nomor 23), dicabut dan
dinyatakal tidak berlaku.

Pasa.l 52

Peraturar Bupati ini mulai bertaku pada tanggal I Ja Mi 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengal penempatalnya dalam Berita Daera}
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Puiporejo
pada tanggal 24 S.ptcrt ! AaAt

( BUPATI PURWORAIOt

AGUS BASTIA

Diundangkan di Purworejo
pada tanggalzit S.pt.!L.r 2a2l

iT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWORE.'O,'A
I SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.JO
TAHUN Tgf NOMOR ttj SERID NOMOR ,
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BAOAIT ORGIIIIIAABI
B/IDAN PEITIIIT(rcUL,AITGAIT BEITCAITA DAERAII
I(ABI'PATEIT PURWORB'O

I.AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.JO
NOMOR taf TAHUN2a21
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGA]YISASI, TUGAS DAN
FIJNGSI SERTA TATA KER,JA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWORE.'O

BUPATI PURWOREIOI
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